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RINGKASAN EKSEKUTIF 
EXECUTIVE SUMMARY 

 
Revaluasi aset belum banyak dilakukan oleh perusahaan di 

Indonesia sehingga mendorong lahirnya Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap 

untuk tujuan perpajakan. Kebijakan ekonomi dalam bentuk insentif pajak 

revaluasi aset telah berakhir tahun 2016. Kinerja kebijakan tersebut 

menimbulkan pertanyaan, apakah sudah berhasil dan efektif? Ahmar 

(2018) membuktikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan publik tidak 

lebih dari 10%. Kebijakan tersebut berlaku bertahap dengan tarif yang 

berbeda, 3% sampai dengan akhir tahun 2015, 4% sampai dengan Juni 

2016 dan 6% sampai dengan akhir 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak 

revaluasi aset dengan menguji perbedaan nilai revaluasi aset selama 3 

periode tarif pemberlakuan tarif insentif pajak revaluasi aset. 

Investigasi atas implementasi kebijakan ekonomi berbasis 

revaluasi aset dilakukan pada seluruh perusahaan public di Indonesia 

dengan pertimbangan perusahaan yang meiliki akuntabilitas public dan 

profit-oriented sudah sewajarnya menyajikan laporan keuangan bernilai 

wajar sebagaimana amanah standar akuntansi keuangan. Pengujian 

dilakukan dengan analisis perbedaan, dan pengaruh pada semua sector 

industry, termasuk intensitas aset tetap yang ada di pasar modal 

Indonesia.  Berdasarkan hasil investigasi dari 434 emiten selama tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

7,1% emiten melakukan revaluasi aset dan 92,9% emiten belum 

melakukan revaluasi aset. Dari jumlah tersebut 3% diaudit oleh KAP 

(Kantor Akuntan Publik) yang berafiliasi dengan Big 4 dan 4,1%nya tidak. 

Pengujian terkait motivasi perusahaan melakukan revaluasi aset, 
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membuktikan bahwa sebelum regulasi diberlakukan, arus kas operasi 

mempengaruhi revaluasi aset. Setelah regulasi diberlakukan, leverage 

dan fixed aset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas 

operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi 

lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan.hal ini berarti 

bahwa sebelum ada penurunan taif pajak, pertimbangan penting yang 

diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset 

untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Sementara, 

ketika ada insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif, pertimbangan 

arus kas operasi tidak penting. Tingkat risiko dan intensitas aset tetap 

menjadi pertimbangan utama.  Berdasarkan 145 emiten yang 

berpartisipasi dalam revaluasi aset selama 3 periode, yang terdiri dari 52 

emiten dari sektor jasa keuangan dan 93 emiten dari sektor non-

keuangan, terdapat perbedaaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas 

revaluasi aset selama periode pemberlakukan tarif insentif pajak. 

Mendukung pengujian sebelumnya, terdapat perbedaan nilai revaluasi 

aset dan nilai pajak atas aset berdasarkan kelompok sektor industri pada 

keseluruhan sampel dan pada periode tarif 3%.  Pada tarif 4% terbukti 

perusahaan pada sektor non-lembaga keuangan berpartsipasi tinggi pada 

sampel yang diuji. Artinya pada tarif pajak tersebut  wajib pajak 

termotivasi untuk melakukan revaluasi aset. 

Temuan ini merekomendasikan bahwa pengulangan kebijakan 

ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dapat dilakukan dengan 

tarif 3% atau 4%. Berdasarkan hasil riset, potensi penerimaan pajak 

untuk kebijakan ini lebih dari 90% karena emiten yang berpatisipasi 

selama periode pemberlakuan kebijakan hanya 9%. Identifikasi dan basis 

data terkait status emiten yang telah melakukan dan belum melakukan 

revaluasi menjadi penting jika kebijakan ini diberlakukan secara 
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mandator atau wajib bagi emiten di pasar modal. Emiten yang telah 

berpartisipasi belum tentu belum secara keseluruhan melakukan 

revaluasi aset yang ada di perusahaannya.  Penilaian secara nilai wajar ini 

mendukung semakin sempitnya peluang agen untuk melakukan tindakan 

manajemen laba melalui penyajian aset tetap. 
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1. Pendahuluan  

 

Kebijakan ekonomi dalam bentuk insentif pajak revaluasi aset 

telah berakhir tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK 

No.191/PMK.10/2015 dan 233/PMK.03/2015. Kinerja kebijakan tersebut 

menimbulkan pertanyaan, apakah sudah berhasil dan efektif? Ahmar 

(2018) membuktikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan publik tidak 

lebih dari 10%. Kebijakan tersebut berlaku bertahap dengan tarif yang 

berbeda, 3% sampai dengan akhir tahun 2015, 4% sampai dengan Juni 

2016 dan 6% sampai dengan akhir 2016. Firmansyah, dkk (2017) 

membuktikan bahwa revaluasi aset dipengaruhi oleh arus kas operasi dan 

risiko usaha sampai dengan tahun 2015 pada perusahaan non lembaga 

keuangan dan perbankan. Konsisten dengan temuan tersebut Ahmar 

(2018) membuktikan bahwa arus kas operasi, tingkat risiko, intensitas 

aset tetap terbukti sebagai penentu kebijakan dan memotivasi industri 

keuangan dan perbankan untuk melakukan revaluasi aset sebelum dan 

sesudah pemberlakuan kebijakan insentif pajak atas revaluasi aset.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model kebijakan 

ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset dengan menguji perbedaan 

nilai revaluasi aset selama 3 periode tarif pemberlakuan tarif insentif 

pajak revaluasi aset. 

Implementasi penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan 

publik di Indonesia beralih dari Generally Accepted Accounting Principle 

(GAAP) kepada International Financial Reporting Standar (IFRS) secara 

mandatory untuk perbankan tahun 2010.  Hal ini mengakibatkan dampak 

signifikan terhadap pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan 

keuangan.  Salah satu pencatatan yang terpengaruh implementasi IFRS 
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adalah penyajian aset tetap. Laporan Posisi Keuangan yang telah 

mengadopsi IFRS menghendaki agar aset tetap disajikan sebesar nilai 

wajar (fair value), sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada 

pihak eksternal mencerminkan nilai kekinian atas aset tetap yang dimiliki 

oleh perusahaan.  Sebagai konsekuensi dari penerapan aturan tersebut, 

maka perusahaan diminta untuk melakukan revaluasi aset secara berkala 

agar sesuai dengan nilai wajar (fair value). Berdasarkan kondisi tersebut, 

revaluasi aset tetap bagi perusahaan publik di Indonesia merupakan isu 

yang tidak dapat dihindari, karena selain merupakan mandatory yang 

telah ditentukan oleh IFRS dimana di Indonesia telah diimplementasikan 

secara penuh pada tahun 2011 untuk sektor perbankan. 

Konvergensi IFRS ke dalam SAK berdampak besar pada dunia 

usaha, terutama terkait dengan laporan keuangan dan data akuntansi 

lainnya. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berbasis IFRS 

dianggap lebih bisa meningkatkan kualitas standar laporan keuangan dan 

daya banding laporan keuangan (Bank Indonesia, 2011). Salah satu PSAK 

yang mengalami perubahan adalah PSAK 16 tentang aset tetap, salah 

satunya adalah perbedaan pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal. 

Pada PSAK 16 (Revisi 1994), aset tetap disajikan berdasarkan nilai 

perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. PSAK 16 

(Revisi 1994) tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap (IAI, 2002). 

Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menurut PSAK No. 16 (IAI, 

2012). 

Pemerintah memberikan  insentif  berupa penurunan tarif pajak 

final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 

dan 2016. Oleh karena itu revaluasi aset dapat dijadikan sebagai 

momentum untuk menyesuaikan nilai aset tidak lancar menjadi aset yang 

sesuai dengan nilai wajar (fair value). Ahmar (2016) menyajikan hasil 
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investigasi terhadap 434 emiten dalam sektor manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014. Hasil investigasi 

menunjukkan bahwa emiten yang melakukan revaluasi aset tetap di 

Indonesia tidak lebih dari 10 % dalam kurun waktu 3 tahun. Zakaria 

(2015) menemukan sejumlah 37 perusahaan melakukan revaluasi aset 

selama kurun waktu 2008-2012.  

Penelitian mengenai revaluasi aset tetap telah banyak dilakukan 

dari berbagai sudut pandang.  Brown et al (1992) mengemukakan bahwa 

leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cotter dan Zimmer 

(1995), Piera (2007), Cheng dan Lin (2009), Latirdis dan Killirgiotis 

(2012) serta Wali (2015). Namun hasil penelitian Tray (2009) tidak 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap revaluasi 

aset tetap. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Seng dan Su (2010), 

Sherlyta et. al. (2012), Firmansyah dan Sherlya (2012) serta Yulistia et al 

(2015).   

Faktor ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang banyak 

diteliti, diantaranya Brown et. al. (1992) mengemukakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Lin 

(2009), Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Latirdis dan Killirgiotis 

(2012). Namun ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap revaluasi aset tetap menurut Piera (2007), Sherlyta et. al. (2012), 

Firmansyah dan Sherlya (2012), Wali (2015), Yulistia et al (2015) dan 

Latifa dan Haridhi (2016).  

Fixed Asset Intensity ditemukan signifikan positif dengan revaluasi 

aktiva dengan alasan asset tetap merupakan poris terbesar dari total aset, 

sehingga akan membantu meningkatkan nilai perusahaan (Manihuruk, 
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2015). Sementara perusahaan yang memiliki aset rendah cenderung 

melakukan revaluasi dan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh 

untuk komitemen masa depan keuangan perusahaan (Iatridis & Kilirgiotis, 

2011). Zakaria (2015), Tay (2009) dan Cheng dan Lin (2009) menemukan 

pengaruh fixed asset intensity terhadap revaluasi aset. Hal yang sama 

ditemukan oleh Latifa dan Haridhi (2016). Namun hasil berbeda 

ditunjukkan oleh Tray (2009), Seng dan Su (2010) dan Yulistia et al 

(2015) dimana fixed asset intensity tidak berpengaruh terhadap revaluasi 

aset tetap. Hal yang sama juga tidak ditemukan oleh Peasnel (2000a) dan 

Khairati (2015) 

Upward revaluation dari aset tetap menjadi kebijakan dewan 

standar akuntansi yang paling kontroversial (Wang, 2006). Beberapa 

pihak berpendapat bahwa nilai wajar (fair value) dari aset tetap lebih 

relevan dalam keputusan ekonomi sehingga harus digunakan dalam 

pelaporan aset tetap. Di sisi lain, upward revaluation memberikan 

kesempatan pada manajer untuk memanipulasi pelaporan angka-angka 

akuntansi yang nantinya akan menghancurkan kepercayaan investor 

sehingga hal ini tidak dibolehkan (Wang, 2006). Setelah adanya standar 

terbaru mengenai aset tetap yang membolehkan penggunaan fair value 

accounting, menimbulkan kritik bahwa penggunaan fair value accounting 

untuk aset tetap akan menurunkan daya banding pelaporan aset tetap 

diantara perusahaan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa 

penggunaan fair value untuk aset tetap akan menghasilkan informasi yang 

lebih relevan dibandingkan dengan metode cost dan metode ini 

seharusnya dibolehkan untuk digunakan. Sementara keuntungan 

revaluasi aset tetap antara lain menurunkan biaya kontrak utang (debt 

contracting) (Cotter, 1999; Seng dan Su, 2010), menurunkan biaya politis 

dan informasi asimetri (Seng dan Su, 2010). 
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Regulasi pemerintah tentang insentif pajak berhasil meningkatkan 

jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Terbukti pada akhir 

tahun 2015, jumlah revaluers meningkat secara signifikan (Ahmar, 2017). 

Apakah kebijakan tersebut telah efektif ? Apa tindak lanjut atas capaian 

kebijakan insentif atas revaluasi aset tersebut. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terutama bagi 

regulator terkait alternatif kebijakan untuk meningkatkan penerimaan 

pajak.   

 

2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah 

naskah akademik ini adalah  

1. Apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset 

perlu diulang kembali? 

2. Apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak revaluasi aset 

seharusnya diwajibkan untuk wajib pajak badan yang dimiliki 

publik (go public)? 

3. Pada tarif berapakah pajak atas revaluasi aset diberlakukan jika 

diberlakukan secara mandatory? 

 

3. Gambaran umum  

3.1. Revaluasi Aset Tetap 

Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) memberi ruang 

terhadap pelaporan menggunakan fair value terhadap pengukuran aset 

tetap berwujud. Dalam penetuan nilai wajar menggunakan beberapa 

pendekatan, sebagai contoh dalam nilai wajar pabrik dan peralatannya 

biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai 
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(appraisal), sedangkan untuk nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan 

juga oleh penilai profesional. Terhadap penilaian yang dilakukan oleh 

penilai profesional seringkali muncul kenaikan ataupun penurunan dari 

nilai aset tetap berwujud tersebut. Atas kenaikan dan penurunan tersebut 

yang merupakan nilai revaluasi dapat dicatat dalam pendapatan 

komperhesive lain.  Menurut Cordazzo (2013), hasil penelitian empiris 

bahwa pengaruh total akun peralihan ke IFRS (aset tetap tidak berwujud, 

pajak pendapatan, dan kombinasi bisnis) atas net income lebih relevan 

daripada ekuitas. 

 Revaluasi model menurut PSAK 16 mencatat jika jumlah tercatat 

aset meningkat akibat revaluasi maka kenaikan tersebut diakui dalam 

pendapatan komperhensive lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada 

bagian surplus revaluasi sedangkan kenaikan diakui dalam laba rugi 

sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah 

akibat sebelumnya dalam laba rugi. Sedangkan jika jumlah tercatat aset 

menurun akibat revaluasi maka penurunan tersebut diakui dalam laporan 

laba rugi komperhensif sedangkan penurunan diakui dalam pendapatan 

komperhensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus aset tersebut. 

Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komperhensif lain 

mengurangi jumlah akumulasi salam ekuitas pada bagian surplus 

revaluasi. Surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan 

langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut digunakan 

penghentiannyasebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan 

penyusutan dengan biaya perolehan (atau nilai surplus revaluasi dibagi 

sisa manfaat ekonomi) 

 Assets Revaluation mengacu pada peninjauan kembali atas nilai 

asset serta menyesuaikan nilai buku asset dengan nilainya sekarang 

(Brown et al.1992). Jika jumlah tercatat asset meningkat akibat revaluasi, 
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maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya 

dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, 

kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah 

penurunan nilai asset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui 

sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat asset turun akibat 

revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan 

tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak 

melebihi saldo surplus revaluasi untuk asset tersebut. Penurunan nilai 

yang diakui dalam  pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi 

jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK 16, 

2012). 

 Alasan yang mendasari keputusan revaluasi aset ini oleh 

perusahaan adalah untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset tetap 

perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. Revaluasi aset mengacu 

pada penyajian kembali atas nilai buku aset (carrying amount) sehingga 

mendekati nilainya sekarang (Brown et al, 1992). Revaluasi aset 

mempengaruhi laporan keuangan dalam dua cara. Pertama, mengubah 

jumlah aset yang ditampilkan di laporan posisi keuangan dan angka dalam 

ekuitas. Kedua, revaluasi mengubah keuntungan saat ini dan masa yang 

akan datang yang disebabkan oleh perubahan depresiasi dari aset yang 

direvaluasi (Lin dan Peasnell, 2000a). 

 Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai lembaga profesi yang mengatur 

penerbitan standar akuntansi keuangan, secara terus menerus melakukan 

kajian implementasi standar akuntansi terkait revaluasi aset sebagai 

bentuk konvergensi standar akuntansi internasional. Pengakuan nilai 

wajar menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan karena terkait dengan 

nilai perusahaan. PSAK 16 tentang aset tetap, pertama kali berlaku tahun 

2007, direvisi tahun 2011, direvisi kembali tahun 2015, dan berlaku 
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efektif 1 Januari 2016. Perubahan/amandemen ini bertujuan 

menyempurnakan dan menampung perkembangan kebutuhan dunia 

praktik dan praktik-praktik standar akuntansi internasional. Himbauan 

untuk melakukan penilaian dengan nilai wajar telah disosialisasikan 

melalui kegiatan-kegiatan di asosiasi profesi dengan harapan publik 

membaca laporan keuangan berdasarkan nilai wajar, bukan nilai historis 

yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Kementerian 

Keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan terkait insentif 

pajak untuk revaluasi aset pada Oktober 2015, berlaku untuk Desember 

2015 sampai dengan Desember 2016. Dengan kata lain perangkat standar 

penilaian, pengukuran, dan penyajian aset tetap yang direvaluasi telah 

terdukung oleh standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh 

lembaga profesi akuntan. Efektifitas kebijakan ekonomi selama 1 tahun 

buku tersebut memerlukan kajian, apakah telah memenuhi harapan 

pemerintah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. 

 

3.2. Insentif Pajak atas Revaluasi Aset Tetap 

  Subjek pajak revaluasi yang dimasud dalam Pasal 1 meliputi Wajib 

Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang 

pribadi yang melakukan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang 

melakukan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang Dolar 

Amerika Serikat, dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian 

kembali nilai aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai 

yang memperoleh izin dari Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan 

191/PMK.010/2015 dan  233/PMK.03/2015 tersebut sebesar:  

a. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan 

Menteri Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015  
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b. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2016, atau  

c. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2016,  

d. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 

31 Desember 2016.  

  Revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat 

jangka panjang waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aset 

tetap perusahaan yang terakhir dilakukan. Berbeda dengan peraturan 

sebelumnya yang memperbolehkan revaluasi dilakukan paling banyak 1 

(satu) kali dalam tahun buku yang sama. Artinya terjadi perubahan 

signifikan dalam jangka waktu revaluasi dari yang sebelumnya dapat 

dilakukan setiap tahun menjadi lima tahun sekali. Jangka waktu lima 

tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi sebuah aset tetap untuk 

mengalami perubahan harga. Selain itu masa manfaat aktiva tersebut 

sudah jauh berkurang. Bahkan bisa habis sebelum dilakukannya revaluasi. 

Namun berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) paragraph 31, peraturan ini 

bertentangan dengan perlakuan akuntansi karena PSAK menyebutkan 

bahwa revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler 

untuk memasikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara signifikan 

dari nilai wajar pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam paragraf 34 

dijelaskan pula bahwa jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda 

secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu 

dilakukan. 7. Kompensasi Kerugian Salah satu latar belakang 

dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali 

Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan adalah agar revaluasi 

aktiva tetap tidak disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan atau 

Wajib Pajak, karena ada indikasi jika revaluasi dilakukan hanya semata-
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mata untuk dimanfaatkan mengurangi kompensasi kerugian yang masih 

dimilki perusahaan. Selain itu, dengan tidak diperkenankannya 

kompensasi kerugian atas nilai selisih lebih revaluasi, justru 

menguntungkan wajib pajak. 

  Adapun dalam melakukan penilaian kembali aset tetap, terdapat 

persyaratan untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan penilaian kembali 

aset tetap, yaitu: a. Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan 

perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diajukan 

oleh Wajib Pajak yang: 1) Telah melakukan penilaian kembali aset tetap 

yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang 

memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan 

perpajakan, dengan ketentuan: a) penilaian kembali aset tetap dilakukan 

pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau 

b) penilaian kembali aset tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk 

permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau b. Belum melakukan 

penilaian kembali aset tetap. 1) Permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan nilai aset tetap hasil 

penilaian kembali asettetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset 

tetap serta harus melampirkan : a) Surat Setoran Pajak bukti pelunasan 

Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aset tetap; b) Daftar aset tetap 

hasil penilaian kembali; c) Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai 

publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah yang 

dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat 

izin usaha tersebut; d) Laporan penilaian aset tetap oleh kantor jasa 

penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; 

dan e) Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali 

aset tetap. c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aset 
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tetap menurut Wajib Pajak serta harus melampirkan: 1) Surat Setoran 

Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali 

aset tetap; dan 2) Daftar aset tetap yang akan dinilai kembali beserta 

perkiraan nilainya. d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus disampaikan paling lambat pada tanggal: 1) 31 Desember 2016, 

untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; 2) 30 Juni 2017, untuk 

permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 

30 Juni 2016; atau 3) 31 Desember 2017, untuk permohonan yang 

diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. e. 

Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan Wajib Pajak, 

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan 

persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan harus 

menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan 

Direktur Jenderal Pajak atas kegiatan revaluasi aset tetap. Kelengkapan 

dokumen pendukung sangat penting dalam proses administrasi ini, 

karena seleksi awal permohonan revaluasi perusahaan adalah 

pemeriksaan formal. 

 Objek revaluasi yaitu meliputi seluruh aset tetap berwujud, 

termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau 

seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah. Perusahaan dapat 

melakukan penilaian kembali terhadap sebagian atau seluruh aktiva 

berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan 

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang merupakan objek pajak kecuali tanah, namun jika 

perusahaan memiliki hak milik atau hak guna bangunan atas tanah, maka 

tanah tersebut juga dapat dinilai kembali. 
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 Gambaran umum wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan berbasis 

International Financial reporting Standard tahun 2012 adalah sebagai 

berikut. 

 

 
 

Gambar 1.  Perbandingan Status Revaluers Perusahaan Publik setelah 
Mandatory IFRS 

 

 
 

Gambar 2.  Perbandingan Status Revaluers Wajib Pajak Sektor Lembaga 
Keuangan sd Implementasi PMK 191/2015 
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Gambar 3. Perbandingan Status Revaluers Selama Periode PMK 191. 

 
Setelah implementasi PSAK-IFRS tahun 2012 sampai dengan 

diberlakukannya PMK 191/2015, wajib pajak badan yang go public di 

bursa efek rata-rata per tahun hanya 6.67%, cenderung menurun pada 

tahun 2014 (Ahmar, 2016). Secara khusus, investigasi untuk sector 

lembaga keuangan (bank, asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan 

sekuritas) menunjullan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang 

melakukan revaluasi meskipun jumlah keseluruhan tidak mencapai 10% 

tahun 2015 (Ahmar, 2018). Selama periode pemberlakuan PMK, periode 

1 (tarif pajak 3%), peserta revaluasi aset pada keseluruhan wajib pajak 

yang go public di bursa efek berjumlah 16% dari total emiten di bursa 

(Gambar 3), dan 9,8% nya adalah emiten dari sector lembaga keuangan 

(Gambar 2). Hal ini berarti bahwa hanya 6.2% yang berasal dari sekotor 

lain, termasuk manufaktur. Sementara pada sector manufaktur komposisi 

aset tetap tentu lebih banyak dibandingkan sector lainnya. Kondisi ini 

berarti sebuah potensi pajak. 
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Dalam kajian yang berbeda, terbukti bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi revaluasi aset setelah mengikuti PMK 151 pada sampel 

sector lembaga keuangan terbukti memiliki kekuatan lebih tinggi 

dibandingkan sebelumnya. Model yang digunakan untuk menguji 

tergambar sebagai berikut. 

 

REVAsebelum= c+b1AKO+b2LEV+b3IAT+ e … Model 1a 
REVAsesudah= c+b1AKO+b2LEV+b3IAT +e  …. Model 1b 
 
REVAsebelum= c+b1AKO+b2LEV+b3IAT+FABV+e  … Model 2a 
REVAsesudah= c+b1AKO+b2LEV+b3IAT +FABV +e  …Model 2b 
 
REVAsebelum= c+b1AKO+b2LEV+b3IAT+TA+e … Model 3a 
REVAsesudah= c+ c+b1AKO+b2LEV+b3IAT +TA+e  ….Model 3b 
 

 Rangkuman hasil analisis sebagaimana table berikut. 

Tabel 1 
Hasil Pengujian Model Revaluasi Aset. 

 
Variabel Model 

1a 
Model 
1b 

Model 
2a 

Model 
2b 

Model 
3a 

Model 
3b 

AKO 0.01* 0.25 0.00* 0.41 0.40 0.41 
LEV 0.48 0.06** 0.27 0.45 0.20 0.33 
IAT 0.20 0.07** 0.32 0.37 0.49 0.45 
FABV   0.14 0.01*   
TA     0.01* 0.01* 
Adj.R-
square 

-0.339 0.21 0.09 0.84 0.76 0.88 

 Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

 

Pengujian determinan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan 

berhasil memberikan temuan menarik. Arus kas operasi terbukti 

mempengaruhi nilai revaluasi aset. Secara konsisten ketika dimasukkan 

variabel kontrol nilai buku aset tetap arus kas operasi mempengaruhi 

nilai revaluasi aset. Adapun setelah implementasi regulasi pajak, leverage 

dan fixed asset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Nilai aset yang 
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dimiliki oleh perusahaan secara konsisten mempengaruhi revaluasi aset 

pada nilai buku maupun nilai perolehan. 

Arus kas dari aktivitas operasi yang mengalami penurunan akan 

menyebabkan kekhawatiran kreditor atas pengembalian kredit yang 

telah mereka berikan.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan 

kreditur, maka perusahaan melakukan revaluasi aset, agar aset yang 

dimiliki perusahaan nilainya meningkat. Cotter dan Zimmer (1995) 

mengemukakan bahwa penilaian kembali aset tetap akan meningkatkan 

nilai jaminan perusahaan yang dapat memberikan keyakinan kepada 

kreditur atas kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. 

Revaluasi memungkinkan kenaikan atas aset perusahaan sehingga dapat 

memberikan keyakinan kepada kreditur atas kemampuan bayar debitur. 

Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami penurunan arus kas 

berpotensi  untuk  melakukan revaluasi aset tetapnya (Latifa dan Haridhi, 

2016). Faktanya perusahaan yang tumbuh akan memiliki arus kas operasi 

perusahaan yang tinggi sehingga akan mengakibatkan resiko perusahaan 

meningkat dalam hal likuiditasnya. Hal tersebut dapat memberikan nilai 

yang negatif dalam arus kas dari aktivitas pendanaan dan investasi dalam 

waktu yang lama ataupun yang akan datang (Barac dan Sodan (2011). 

Dengan menggunakan revaluasi asset maka memungkinkan bagi 

perusahaan untuk mengakses kapasitas pinjaman tambahan akan lebih 

besar. 

Pergerakan arus kas dari aktivitas operasi pada industri 

perbankan berkaitan dengan penerimaan bunga/margin/bagi hasil, 

penyaluran kredit/pembiayaan kepada nasabah, penerimaan dana pihak 

ketiga dari nasabah serta pendapatan dan beban operasional lainnya.  

Berdasarkan kondisi tersebut, penurunan dan peningkatan arus kas dari 

aktivitas operasi tidak mempengaruhi bank umum untuk keputusan 
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revaluasi aset. Perusahaan akan semaksimal mungkin menjaga kondisi 

arus kas khususnya likuiditias bank dalam menjalankan aktivitas 

usahanya. Hal ini karena risiko likuiditas akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kondisi ini berbeda dengan 

industri yang berada diluar industri keuangan dan perbankan dimana 

debitur akan dinilai rendah kemampuan pengembalian utang oleh 

kreditur apabila arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan 

kecenderungan menurun (trend negatif). 

Struktur utang pada industri perbankan didominasi oleh dana 

pihak ketiga yang merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito.  Berdasarkan kondisi tersebut, leverage yang 

berasal dari dana pihak ketiga (dana masyarakat) bukan merupakan hal 

yang dapat mempengaruhi keputusan revaluasi aset bagi bank umum. 

Kondisi ini berbeda dengan industri yang berada diluar industri keuangan 

dan perbankan dimana peningkatan leverage secara umum diperoleh dari 

pinjaman kreditur. Sehingga debitur akan senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan kapasitas aset yang dijaminkan dengan cara melakukan 

revaluasi aset.  

Perusahaan dituntut untuk memperbaiki leverage agar dapat 

mengurangi resiko bagi para investor. Salah satu caranya adalah dengan 

melakukan revaluasi asset sehingga nilai asset akan terpulihkan menjadi 

nilai wajar saat ini yang membuat nilai asset akan bertambah dan 

mengurangi tingginya leverage. Hal tersebut juga dapat membuat citra 

perusahaan dimata eksternal yakni bank selaku peminjam modal maupun 

investor selaku pemilik perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian Tray (2009), Seng & Su (2010), Sherlita dkk (2012), 

Firmansyah dan Sherlita (2012) serta Yulistia, dkk (2016). Namun hasil 

yang berbeda didapatkan dari penelitian Brown et. al (1992), Cotter and 
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Zimmer (1995), Piera (2007), Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta 

Wali (2015).  

 Fixed Asset intensity direpresentasikan dengan proporsi aset tetap 

dibandingkan dengan total keseluruhan aset. Cheng and Lin (2009) 

menyatakan bahwa perusahaan besar dengan fixed asset intensity yang 

besar, leverage yang tinggi, likuiditas yang rendah lebih cenderung 

melakukan revaluasi. Sedangkan Latridis dan Kilirgiotis (2012) 

mengemukakan bahwa revaluasi aset tetap memperbolehkan perusahaan 

untuk menurunkan ratio utang dan meningkatkan aset perusahaan 

sehingg meningkatkan kredibilitas utang di hadapan kreditur. Hal ini 

terjadi karena adanya peningkatan aset tetap perusahaan. Latifa dan 

Haridhi (2016) menyatakan bahwa Intensitas aset tetap digunakan 

sebagai variabel untuk mengukur asymetri yang terjadi jika salah satu 

pihak yang melakukan transaksi memiliki informasi. 

Argumentasi yang dapat dijelaskan atas hasil tersebut adalah 

bahwa bank merupakan perusahaan jasa yang mengedepankan aspek 

aset tetap dalam melayani kepada nasabahnya. Hal ini berdampak pada 

aktivitas bank dalam menyediakan infrastruktur yang memadai bagi 

kenyamanan transaksi seluruh nasabahnya. Oleh karena investasi 

terhadap aset yang cukup besar, maka bank dihadapkan pada kondisi 

harus melakukan update atas nilai wajar aset pada laporan keuangan yang 

disajikannya. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya PMK No. 

191/PMK.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan 

perpajakan  bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 

2016. Tujuan penerbitan PMK tersebut adalah pemberian insentif  berupa 

penurunan tarif Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang melakukan 

penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sejak dikeluarkan PMK sampai 

dengan 31 Desember 2016. Penelitian ini konsisten dengan hasil 
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penelitian Cheng and Lin (2009), Latridis (2012) serta Latifa dan Haridhi 

(2016). Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Tray 

(2009), Seng and Su (2010) serta Yulistia dkk (2016). 

Pengujian determinan revaluasi aset, memberikan hasil bahwa 

setelah pemberlakuan regulasi insentif pajak revaluasi aset, menunjukkan 

hasil yang berbeda. Sebelum regulasi diberlakukan, arus kas operasi 

mempengaruhi revaluasi aset. Setelah regulasi diberlakukan, leverage 

dan fixed aset intensity mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas 

operasi, leverage dan fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi 

lebih kuat dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan.hal ini berarti 

bahwa sebelum ada penurunan taif pajak, pertimbangan penting yang 

diambil oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset 

untuk kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Sementara, 

ketika ada insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif, pertimbangan 

arus kas operasi tidak penting. Tingkat risiko dan intensitas aset tetap 

menjadi pertimbangan utama. Kelemahan riset ini utamanya pada jumlah 

sampel yang relatif kecil, sehingga menyebabkan nilai koefisien 

determinasi negatif. Riset mendatang, dapat dilakukan pengujian ulang 

dengan memperluas sampel pada sektor-sektor industri lain. Riset 

mendatang juga dapat mempertimbankan aspek-aspek biaya yang 

mempengaruhi arus kas, misalnya biaya aprraisal, fee audit, aktivitas 

perdagangan luar negeri dan motivasi ekonomi lainnya.  

 

4. Pembahasan dan Rekomendasi 

Perkembangan partisipasi wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan komposisinya menunjukkan bahwa potensi 

penerimaan negara dari pajak atas revaluasi aset masih terbuka luas. Hal 
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yang perlu dipikirkan adalah kebijakan apa yang perlu untuk dibuat 

selanjutkan dan pada tariff berapakah kebijakan pajak atas revaluasi aset 

diberlakukan. Berakhirnya masa berlaku kebijakan ekonomi berbasis 

insentif pajak atas revaluasi aset menyisakan pertanyaan penting. Apakah 

target perolehan pajak dari kebijakan tersebut tercapai? Apakah 

kebijakan tersebut efektif berlaku? Apakah indikatornya hanya sekedar 

jumlah perolehan pajak ataukah basis data terkait peserta revaluasi dan 

arah kebijakan mendatang terkait dengan kebijakan ekonomi yang sama? 

Jika dibandingkan dengan kebijakan pengampunan pajak, di Indonesia 

tercatat telah 3 kali kebijakan tersebut yaitu pada tahun 1964, 1984 dan 

2016. Apakah kebijakan yang sama dapat berulang untuk insentif pajak 

atas revaluasi aset? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang sama bagi pemerintah 

khususnya Direktorat jenderal Pajak. 

Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat jenderal Pajak pada 

umumnya mempublikasi target capaian pajak dengan nilai absolut, 

perolehan rupiah penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengamatan pajak 

atas revaluasi aset yang diperoleh selama periode pengamatan pada 

perusahaan publik selama periode insentif pajak cenderung menurun. 

Perolehan pajak terbesar diperoleh saat tarif 3% dengan jumlah revaluers 

sebanyak 86 atau 56% dari jumlah revaluers selama periode pengamatan 

(Desember 2015 sampai dengan Desember 2016). Jumlah total peserta 

revaluasi aset adalah sebanyak 145 perusahaan selama 3 periode tarif. 

Jumlah wajib pajak badan perusahaan publik yang berpartisipasi saat tarif 

4 5 sejumlah 30% dan 10 % saat tarif pajak 6%. Kondisi ini memberikan 

sinyal bahwa tarif 3% paling banyak diminati oleh wajib pajak dan 

cenderung menurun jumlah partisipannya ketika tarif pajak mendekati 

tarif normal, 10%. Ilustrasi kondisi tersebut nampak pada gambar berikut. 
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Gambar 4 : Proporsi Sampel per Periode 

 

 

Gambar 5: Nilai Pajak Revaluasi  per Periode (dalam milyar) 
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Kondisi tersebut didukung dengan nilai perolehan pajak atas 

revaluasi yang cenderung memiliki tren yang sama selama 3 periode 

pemberlakuan tarif. Tarif 3% menduduki peringkat tertinggi juga dalam 

hal perolehan jumlah pajak. 40,03 milyar. Nilai ini mungkin tidak material 

dibandingkan nilai realisasi pajak tahun 2015 sebesar 1.055 triliun (0.038 

per mil).  Namun jumlah tersebut hanya merupakan jumlah dari 16% 

emiten di pasar modal. Berdasarkan proporsi antara emiten yang 

berpartisipasi dalam kebijakan insentif revaluasi aset, terdapat 

kecenderungan menurun. Akhir tahun 2016 sebagai periode terakhir 

insentif pajak, tidak dimanfaatkan juga oleh emiten di pasar modal. 

Temuan ini dapat diartikan bahwa emiten di pasar modal. Hanya 

ditemukan 3% emiten yang melakukan revaluasi aset tetap. 

Kajian dilanjutkan dengan melihat klasifikasi berdasarkan 

kelompok sektor. Ahmar (2018) menemukan bahwa dominasi revaluers 

adalah emiten pada sektor jasa keuangan (bank, lembaga pembiayaan, 

perusahaan efek, asuransi). Perusahaan di sektor lain, misalnya, 

manufaktur merupakan sektor yang memiliki proporsi aset tetap yang 

tinggi berupa tanah, gedung, dan peralatan (plant, property, equipment). 

Analisis dilakukan dengan membandingkan kelompok sektor jasa 

keuangan dan non keuangan. 
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Gambar 6: Nilai Revaluasi Aset per Periode  per Kelompok Sektor  
(dalam triliun) 

 

 

Gambar 7: Nilai Pajak Revaluasi Aset per Periode  per Kelompok Sektor (dalam 

milyar) 
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Nilai revaluasi aset dari sektor jasa keuangan tertinggi terbukti 

dari tarif 3%. Demikian juga dengan nilai penerimaan pajak tertinggi dari 

revaluasi aset berasal dari sektor jasa keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor jasa non keuangan memiliki potensi untuk menjadi obyek 

pajak revaluasi pada masa-mendatang.  Tarif 4% dan tarif 6% kurang 

diminati pada rentang pemilihan tarih insentif pajak revaluasi aset. Hal 

yang sama terjadi pada nilai pajak revaluasi aset, karena linier maka 

kecenderungannya sama. Pada tarif terendah perusahaan sektor lembaga 

keuangan memberikan kontribusi yang besar pada sampel yang diteliti. 

Hal yang menarik adalah, pada tarif 4% emiten pada sektor non-lembaga 

keuangan secara jumlah sampel, nilai aset yang direvaluasi dan pajak yang 

dibayarkan lebih tinggi dibanding perusahaan sektor lembaga keuangan.  

Muncul pertanyaan besar, apa yang memotivasi perusahaan 

melakukan revaluasi aset? Mengingat keikutsertaan melakukan revalusi 

aset bersifat sukarela, tidak ada kewajiban. Ahmar (2018) menemukan 

bahwa setelah regulasi diberlakukan, leverage dan fixed aset intensity 

mempengaruhi revaluasi aset. Kekuatan arus kas operasi, leverage dan 

fixed asset intensity setelah pemberlakuan regulasi lebih kuat 

dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan.  Hal ini berarti bahwa 

sebelum ada penurunan tarif pajak, pertimbangan penting yang diambil 

oleh manajemen adalah konsekuensi pembiayaan revaluasi aset untuk 

kegiatan penilaian, pemeriksaan, dan biaya pajak. Memperkuat temuan 

tersebut, berikut adalah dskripsi risiko dan intensitas aset tetap selama 3 

periode tarif pada sampel yang diteliti. Deskripsi didasarkan pula 

berdasarkan kelompok sektor. 
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Gambar 8: Intensitas Aset Tetap  dan Risiko per Kelompok Sektor   per Periode 
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Tabel 2 

Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Revaluasi Aset 
Berdasarkan Periode Tarif 

 
Variabel Periode Tarif 

Lembaga Keuangan:  

Tingkat risiko 0,592 

Intensitas Aset Tetap 0,541 

Revaluasi Aset 0,096* 

Pajak revaluasi aset 0,082* 

Non-Lembaga Keuangan:  

Tingkat risiko 0,261 

Intensitas Aset Tetap 0,881 

Revaluasi Aset 0,528 

Pajak revaluasi aset 0,504 

Keseluruhan Sampel:   

Tingkat risiko 0,161 

Intensitas Aset Tetap 0,931 

Revaluasi Aset 0,344 

Pajak revaluasi aset 0,323 

 

Efektifitas model kebijakan ekonomi berbasis revaluasi aset diuji 

dengan menganalisis perbedaan baik nilai revaluasi aset, pajak atas 

revaluasi, risiko perusahaan, dan intensitas aset tetap.  Model dikatakan 

efektif jika ada perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai pajak atas 

revaluasi aset selama periode insentif yaitu 3 jenis tarif insentif. Hal ini 

berarti bahwa penentuan tarif terbukti diminati oleh wajib pajak badan 

untuk melakukan revaluasi. Kondisi ini seharusnya diperkuat oleh kondisi 

risiko dan intensitas aset. Dengan kata lain, pada kondisi apapun, 

kesempatan untuk memanfaatkan insentif tarif seharusnya diambil oleh 

wajib pajak, mengingat pengurangan pajak 7%, 4% dan $% menjadi 3%, 

4%, dan 6% adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang. Meskipun 
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berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa konsultan pajak, diperoleh 

informasi bahwa berpartisipasi dalam kebijakan revaluasi sesungguhnya 

merupakan buah simalakama. Alasan mereka adalah ketika emiten 

melakukan revaluasi aset, maka standar akuntansi keuangan akan 

menuntut sekali diterapkan metode revaluasi tersebut dalam menilai aset 

revaluasi maka aset-aset yang telah dinilai tersebut harus dinilai kembali 

pada periode tertentu. Penilaian tersebut didasarkan pada semangat 

penyajian nilai wajar yang telah disepakati oleh International Financial 

Accounting Standard (IFRS).  Hasil pengujian sebagaimana terangkum 

pada Tabel 2. 

Hasil penelitian mendukung kondisi ideal dimana perusahaan 

yang telah melakukan revaluasi aset seharusnya didominasi keingginan 

untuk menyajikan nilai wajar., menyampaikan informasi secara 

transparan terkait nilai aset, yang pada alhirnya duharapkan dapat 

meningkatkan ksejahteraan pemegang saham. Temuan ini sekaligus 

diperkuat oleh temuan empiris berdasarkan kelompok sampel selama 3 

periode tarif dan amatan. Berbeda dengan pengujian sebelumnya yang 

dilkaukan dengan Uji Kruskall Wallis, pengujian ini dilakukan dengan uji  

Mann Whitney. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai 

revaluasi aset dan nilai pajak atas aset berdasarkan kelompok insutri. 

Pengelompokan industri didasarkan pada kelompok sektor jasa keuangan 

dan non jasa keuangan. Hasil pengujian secara keseluruhan sampel 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai revaluasi aset dan nilai 

pajak revaluasi aset. Temuan ini di[perkuat denganh hasil uji yang 

dikembangkan dengan mengelompokkan pengujian per periode. 

Diperoleh bukti bahwa yang berkontribusi besar terkait perbedaan 

tersebut adalah periode pertama dimana instentif pajak revaluasi aset 
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sebsar 3%. Halm ini terbukti dari hasil pengujian adanya perbedaan nilai 

revaluasi aset dan nilai pajak revaluasi aset pada periode 1.   

Tabel 3 
Hasil Pengujian Model Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak RevaluasiAset 

Berdasarkan Industri 

 

Variabel 
 

Periode 1 
(Tarif 3%) 

Periode 2 
(Tarif 4%) 

Periode 3 
(Tarif 6%) 

Periode 
1-3 

LK=33 
Non LK=53 

LK=17 
Non LK=27 

LK=2 
Non LK=13 

LK=53 
Non-

LK=93 
Risiko 0,821 0,656 0,800 0,393 
Intensitas 
Aset Tetap 

0,101 0,588 0,686 0,107 

Revaluasi 
Aset 

0,012* 0,857 0,571 0,036* 

Pajak 
revaluasi aset 

0,033* 0,745 0,800 0,096** 

 

Berdasarkan   hasil   penelitian   direkomendasi   2   alternatif   kebijakan   

terkait penilaian kembali aset tetap (revaluasi aset tetap) terbagi dalam 

1.  Alternatif   1: tarif 6% diperpanjang sampai dengan tahun 2018, 

bersifat voluntary, setelah tahun 2018 mandatory dengan tarif 3%. 

2.  Alternatif 2: tarif 3% diberlakukan seterusnya dan   bersifat 

mandatory pada pengajuan sampai dengan Desember 2018.  

Pertimbangan kebijakan: 

1.   Melakukan revaluasi aset membawa konsekuensi arus kas keluar 

untuk biaya untuk penilaian kembali oleh pihak independen 

(apparaisal cost) 

2.   Melakukan revaluasi aset membawa konsekuensi arus kas keluar 

untuk membayar biaya pajak atas kenaikan revaluasi aset 

Ketentuan lain-lain terkait dengan jenis aset yang dapat direvaluasi, 

syarat pengajuan, subyek pajak tetap mengikuti ketentuan PMK.191 dan 
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PMK 233 tahun 2015 tetantang penilaian aset tetap untuk tujuan 

perpajakan. 
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Kebijakan 1: 

 

 

Kebijakan 2: 

 

Gambar 9:  Alternatif Kebijakan 1 dan Kebijakan 2 
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Gambar 10. Ilustrasi  Nasakah kebijakan Ekonomi berbasis Revaluasi 
Aset 
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5. Kesimpulan 

Revaluasi aset belum banyak dilakukan oleh perusahaan di 

Indonesia bahkan sampai dengan implementasi IFRS secara mandatory 

per Desember 2012. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Ahmar 

(2016) selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2014. Sampel 

penelitian adalah 434 emiten pada sector industry non-keuangan dan 

perbankan. Hasil penelitian memberikan temuan bahwa 7,1% emiten 

yang diteliti melakukan revaluasi aset dan 92,9% emiten belum 

melakukan revaluasi aset. Dari jumlah tersebut 3% diaudit oleh KAP 

(Kantor Akuntan Publik) yang berafiliasi dengan Big 4 dan 4,1%nya 

tidak. Jumlah emiten yang merevaluasi aset dan menyajikan laporan 

keuangannya dalam mata uang rupiah sebanyak 5.3% dan dalam US 

dollar 1.8%.    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah emiten 

yang melakukan revaluasi aset sangat sedikit. 

Temuan riset ini berhasil membuktikan bahwa kebijakan 

ekonomi keringanan pajak revaluasi aset terbukti efektif. Nilai 

revaluasi aset meningkat secara signifikan. Jumlah perusahaan yang 

melakukan revaluasi aset juga meningkat secara signifikan. Riset pada 

sektor industri lain perlu dilakukan untuk memperkuat pembuktian 

efektifitas kebijakan ekonomi tersebut. Riset mendatang juga dapat 

menguji dampak revaluasi aset dan variabel-variabel yang mampu 

memotivasi dilakukannya keputusan revaluasi aset. Riset ini sekaligus 

memberikan rekomendasi bahwa kebijakan ekonomi terkait revaluasi 

aset diperpanjang karena potensi penerimaan pajak bagi negara besar. 

Keringanan tarif tidak hanya berhenti sampai dengan tahun 2016. 

Kebijakan ekonomi tentang revaluasi aset dapat diberlakukan secara 

mandatory untuk perusahaan public dan mengarah ke perusahaan 
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privat. Hal ini penting untuk dilakukan agar aset perusahaan tersaji 

secara wajar. 

Kebijakan alternatif yang diusulkan ada 2, mencakup alternative 

kebijakan sebagai berikut: 

1.     Alternatif    1:  tarif  6%  diperpanjang sampai dengan  tahun 2018,  

bersifat voluntary, setelah tahun 2018 mandatory dengan tarif 3%. 

2.  Alternatif 2: tarif 3% diberlakukan seterusnya dan bersifat 

mandatory pada pengajuan sampai dengan Desember 2018. 
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